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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas bergerak di bidang 
telekomunikasi dan informasi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 
UU 28/2009 potensial akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon pada 
khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, karena telah menimbulkan ketidakpastian 
hukum sehingga menghambat penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan 
prinsip-prinsip kepentingan umum untuk menyediakan sarana telekomunikasi demi 
terpenuhinya hak-hak rakyat atas komunikasi. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo.  

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, prima facie 
Pemohon mempunyai hak konstitusional karena dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan 
sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan 
dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. 
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Dalam Pokok Permohonan, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 23A dan Pasal 28H 
ayat (4) UUD 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya tidak hanya 
dipandang sebagai kewajiban kenegaraan saja tetapi juga dipandang sebagai pengambilan 
sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-
wenang. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, pemungutan pajak harus berdasarkan 
prinsip pemungutan pajak (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum (certainty), keadilan 
(equality), kemudahan (convenience), dan efisien (eficiency). 

Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi. Sedangkan menara telekomunikasi merupakan infrastruktur 
pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang menurut Mahkamah, 
keberadaan menara telekomunikasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan 
sekitar menara jika pembangunan menara telekomunikasi tidak terkendali. Mahkamah 
berpendapat bahwa untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut langkah pemerintah yang 
mengeluarkan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi adalah tepat. Salah satu 
caranya adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan 
dan pengendaliannya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi 
reguleren untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak, dan 
meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan 
lingkungan, dan tata ruang perkotaan; 

Menurut Mahkamah, sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat 
diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Jika perhitungan 
retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. Hal 
demikian menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan pengalihan 
beban retribusi maka pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak akan 
membuat pembangunan menara telekomunikasi terkendali; 

Terhadap penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi, 
Mahkamah memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif 
retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia 
menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun di sisi lain, jika penerapannya di setiap 
daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka 
akan menimbulkan ketidakadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang 
menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan 
pengenaan tarif yaitu 2%, padahal setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, adalah 
hal yang tidak adil. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah 
diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama; 

Meskipun menurut Mahkamah penetapan tarif retribusi baik dalam bentuk presentase 
ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk 
menentukannya, namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Penjelasan 
Pasal 124 UU 28/2009 yang menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang 
bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah 
ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian 
menara telekomunikasi, menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik 
prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi.Dengan demikian menurut 
Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal 
seharusnya tidak memuat norma, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, 
kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. 
Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan Pasal 124 
UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi yaitu “paling tinggi 2% dari NJOP”. Selain itu, norma yang terkandung dalam 
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Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung 
dalam Pasal 124 UU 28/2009, sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% 
dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak 
dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut [vide 
Pasal 152 UU 28/2009]. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 
28/2009 tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 
28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
baik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan 
menurut hukum. 

Mahkamah meminta Pemerintah segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang 
jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan 
layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh 
wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi 
eksternalitas negatif dapat tercapai. 

 

 

 


